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ABSTRAK 

 

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR PADA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG 

BAPENDA PROVINSI RIAU 

 

Oleh : 

SHINTA INDAH MELANI 

 

Strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya 

yang dilakukan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi 

Riau yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor 

khususnya di Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 

UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau, dan untuk 

mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Kubang Bapenda Provinsi Riau. Peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Kubang belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Adapun 

faktor penghambatnya yaitu: Masyarakat masih kurang memanfaatkan 

perkembangan IT (information and Technology) dalam pembayaran pajak, 

sosialisasi yang diberikan masih kurang maksimal, masih kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak, disiplin dan motivasi kerja pegawai masih 

rendah. 

 

Kata Kunci: Strategi, Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tengah melaksanakan 

pembangunan nasional di segala aspek dalam rangka mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan semua 

sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan 

rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program 

pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan 

dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna 

mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya 

karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah 

memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah 

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya 

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa 
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untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, priorotas, 

dan potensi daerah itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, 

pemerintah daerah harus mampu mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber 

daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah 

yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya, Pendapatan Daerah merupakan 

cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan sektor pajak 

sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu 

pemerintah terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. 

Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai 

kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai 

kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.  

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Salah satu komponen pajak yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi 

dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Riau adalah pajak 

kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang 

dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk 

memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah 
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masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten 

(Aswati, Mas’ud & Nudi, 2018). 

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 

adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan 

bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang memiliki 

mesin bermotor yang digunakan di jalan darat maupun laut yang memiliki subyek 

orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pajak 

kendaraan bermotor ditinjau setiap tahun oleh Peraturan Daerah yang terkait, 

dihitung dari nilai jual kendaaraan bermotor dan merupakan pajak daerah yang 

bersifat langsung. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 12 

bulan sekali dan keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu akan dikenakan 

denda sebesar 25% dari Pokok Pajak. 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah Provinsi Riau dibantu 

oleh 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi 

Riau. UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau merupakan 

salah satu instansi yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di 

wilayah Kabupaten Kampar diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PKB alat-alat berat dan alat-

alat besar, BBN-KB Alat - alat Berat dan Alat - alat Besar pajak air permukaan, 

dan lain-lain. Berikut penulis sajikan data realisasi penerimaan pajak daerah pada 

UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 
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Tabel 1.1  Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau Tahun 2018-2020 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB)
15.795.350.648 16.222.987.400 17.119.754.580 16.820.296.000 15.949.410.900 18.061.462.000

PKB Alat - alat Berat dan 

Alat - alat Besar
138.187.955 67.037.426 90.881.035 43.551.872 - 33.086.099

Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB)
 -  -  -  - 1.902.354 -

BBN-KB Alat - alat Berat 

dan Alat - alat Besar
101.673.872 1.671.173 26.318.909 8.749.623 - 778.371

Pajak Air Permukaan (AP) 160.109.131 146.600.300 156.399.861 145.770.710 168.087.832 165.467.870

Pendapatan Denda

Denda PKB 1.049.623.081 816.263.173 648.189.878

Denda AB 6.895.747 1.436.686 1.292.144

Denda BBN-KB AB  - 2.304.560  - 

Denda AP 461.075 554.825 347.725

Jenis Penerimaan
2018 2019 2020

 
Sumber:  diolah oleh peneliti dari sumber UPT Pengelolaan Pendapatan  

Kubang Bapenda Provinsi Riau 2021 

 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah pada UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau selama tiga tahun 

terakhir yakni tahun 2018-2020. Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa 

pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terbesar dibanding sektor pajak lain dan memiliki potensi yang besar 

dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan saat ini 

transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. 

Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari karena memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya transportasi 

umum, namun juga transportasi pribadi.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau jumlah kendaraan 

bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah kendaraan bermotor 
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mobil penumpang di Kabupaten Kampar mencapai 29.040 unit. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2018 dan 2017 penambahan jumlah kendaraan cukup banyak. 

Tahun 2018 terdapat 26.708 unit dan tahun 2017 terdapat 23.993 unit mobil 

penumpang.  

Tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor bus di Kabupaten Kampar yaitu 75 

unit. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah bus yaitu 64 unit dan tahun 2017 

terdapat 59 unit. Angka jumlah kendaraan bermotor truk juga mengalami 

peningkatan. Tahun 2019 mencapai 19.461 unit truk. Sedangkan tahun 2018 dan 

2017 jumlah truk yaitu 17.732 unit dan 16.320 unit truk.  

Kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar di dominasi oleh sepeda motor. 

Jumlah kendaraan bermotor sepeda motor tahun 2019 yaitu 283.834 unit. Terjadi 

peningkatan sebesar 24.637 unit dalam waktu satu tahun. Tahun 2018 jumlah 

sepeda motor 259.197 unit. Sedangkan tahun 2017 terdapat 233.096 unit sepeda 

motor tercapat di BPS Provinsi Riau.  

Berikut penulis sajikan kurva peningkatan jumlah kendaraan bermotor di 

Kabupaten Kampar: 

 
Sumber: diolah oleh peneliti dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Riau. 
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Melihat tingginya jumlah peningkatan kendaraan bermotor dan  besarnya 

potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar, 

diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan tersebut. 

Berikut penulis sajikan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan   

Bermotor (PKB) Tahun 2018-2020 Pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau 

 

Tahun  

Pajak  
Target PKB Realisasi PKB Unit 

2018 15.795.350.648 16.222.987.400 22.150 

2019 17.119.754.580 16.820.296.000 25.917 

2020 15.949.410.900 18.061.462.000 25.841 

Sumber : diolah oleh peneliti dari sumber UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang 

Bapenda Provinsi Riau 2021 

 

Tabel 1.2 menggambarkan keadaan target dan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau. Berdasarkan tabel pada tahun 2018 realisasi yang diterima 

melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.222.987.400 dari target 

Rp. 15.795.350.648, pada tahun 2019 realisasi yang diterima tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.820.296.000 dari target Rp. 

17.119.754.580. Sedangkan pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 

18.061.462.000 dari target Rp. 15.949.410.900, realisasi yang diterima memang 

melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi target yang ditetapkan pada tahun 

2020 ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 

dengan selisih sebesar Rp. 1.170.343.680.  
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Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau diatas dapat dilihat 

bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tiga tahun terakhir 

pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau masih bersifat 

fluktuatif (naik turun). Hal ini disebabkan karena masih terdapat tunggakan dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikut penulis sajikan data tunggakan 

pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau.  

Tabel 1.3 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau Tahun 

2018-2020. 

 

Bulan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Roda 2 Roda 4 Roda 2 Roda 4 Roda 2 Roda 4 

Januari 89 11 104 26 98 12 

Februari  65 10 87 15 78 9 

Maret 96 9 76 10 67 21 

April 96 8 95 18 82 13 

Mei 102 22 90 13 96 11 

Juni 77 10 62 6 68 8 

Juli 102 25 102 25 114 24 

Agustus 112 15 105 11 115 8 

September 84 9 97 9 97 9 

Oktober 84 14 176 28 201 24 

November 120 19 319 102 244 47 

Desember 97 24 163 15 163 15 

Jumlah 1.124 176 1.476 278 1.423 201 

Sumber : diolah oleh peneliti dari sumber UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang 

Bapenda Provinsi Riau 2021. 

 

Tabel 1.3 diatas menunjukkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor  

pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau tahun 2018-

2020. Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang menunggak mengalami 
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peningkatan setiap tahunnya terutama pada kendaraan bermotor roda dua. Untuk 

itu, sangat diperlukan adanya upaya guna mengatasi tunggakan pajak kendaraan 

bermotor tersebut yang jumlahnya terus meningkat. Mengingat penerimaan pajak 

kendaraan bermotor sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah 

maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Hal 

ini menjadi alasan bagi Badan Pendapatan Daerah maupun kantor Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan yang bertugas untuk memungut 

Pendapatan Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor dituntut untuk melakukan 

terobosan untuk meningkatkan pendapatan lewat pajak kendaraan bermotor ini.  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Kubang juga terus 

melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan 

bermotor yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam hal ini UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang mengacu pada Renstra (Rencana Strategi) yang 

dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.  

Melalui penelitian  ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan 

dengan bagaimana UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang menjalankan Renstra 

yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar. Berdasarkan 

permasalahan yang ada, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengambil judul mengenai “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi 

Riau? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi 

peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi 

Riau. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi 

peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu administrasi 

negara. 

b) Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun 

referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

b) Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Analisis Tingkat 

Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas berupa pengertian dan definisi, 

konsep, referensi yang bersumber dari Buku, Review, Jurnal, 

dan berisi penelitian terdahulu. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, 

teknik pengolahan dan analisis data. 
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BAB IV :   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau, visi dan misi organisasi, tugas pokok dan 

fungsi organisasi, serta struktur organisasi. 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian, 

membahas mengenai Analisis Tingkat Kepuasan Wajib Pajak 

Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 

BAB VI :   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Publik 

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah 

manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan 

kepada masyarakat. 

Menurut Sangkala (2012) manajemen publik merupakan penggabungan 

antara orientasi normatif dari administrasi publik tradisional dengan orientasi 

instrumental dan manajemen.  

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa 

manajemen publik bukanlah “scientific manajement”, meskipun sangat 

dipengaruhi oleh “scientific manajemen”. Manajemen publik bukanlah “policy 

analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan 

antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu 

studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan 

antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, 

dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.  

Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) menejemen publik 

diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan 

(skill).  
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Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah proses pengelolaan 

yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara fungsi-fungsi manajemen 

seperti planning, organizing, dan controlling dengan administrasi publik untuk 

menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.  

 

2.2 Strategi 

Menurut Lynch dalam Jessy (2014:1606) strategi merupakan pola atau 

rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian 

tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi biasanya 

berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang 

dicanangkan organisasi, serta bagaimana memilih jalur yang spesifik untuk 

mencapai misi tersebut.  

Menurut Hasibuan dalam Riwayati (2017:13) strategi adalah cara untuk 

membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu 

organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, 

organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang 

sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan ancaman dari luar.  

Strategi menurut Effendy dalam Hariwijaya (2017:9) adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.  

Menurut Robert M. Grant dalam Sari (2016) Strategi dapat mengisi 3 tujuan 

manajemen yaitu : 
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1. Strategi sebagai pendukung pengambilan keputusan 

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi 

3. Strategi sebagai target 

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk mennetukan 

di mana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang. 

Menurut Porter dalam Deangella Novrya (2020) strategi yang baik dapat 

memberikan keberhasilan dalam kelemahan yang dimiliki. Strategi yang berhasil 

memiliki empat unsur utama yaitu : 

1. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam 

jangka waktu panjang. Tujuan adalah suatu sasaran yang ingin dicapai di 

masa depan. Perumusan strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan 

dalam jangka waktu panjang agar program yang dilaksanakan terlaksana 

dengan baik.   

2. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan 

eksternal. Pemahaman lingkungan eksternal merupakan pengetahun dan 

pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak mengenai hukum, undang-

undang dan tata cara perpajakan yang benar.  

3. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai 

kemampuan internal organisasi maupun individu. Kemampuan internal 

organisasi dan individu adalah kemampuan organisasi dan anggota 

organisasi/individu dalam mencapai tujuan organisasi. 

4. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang 

efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi. 
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Resolusi adalah bagian dari rencana yang akan diwujudkan , Koordinasi 

adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok 

sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar bersama. 

Sedangkan pemanfataan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan 

sesuatu yang berguna. 

 

2.3 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. 

Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan 

nasional. Menurut Soemitro dalam Deangella (2020), Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sonya Devano (2006:22), pajak 

adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan defenisi dalam pengertian 

umum yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
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bersifat memaksa bedasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung (Ida Zuraida, 2011: 4). 

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus 

dibayar oleh rakyat kepada negara yang tujuannya untuk kepentingan pemerintah 

dan masyarakat umum. Dalam situasi ini rakyat tidak dapat merasakan manfaat 

dari pajak yang dibayar secara langsung, karena pajak akan dikelola pemerintah 

untuk masyarakat dan kepentingan umum. 

 

2.4 Fungsi Pajak  

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat 

untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat 

14 pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan 

mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. 

Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi pajak budgetair 

dan fungsi regulerend (Sony Devano, 2006: 25). 

1. Fungsi Budgetair  

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal 

(fiscal function), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai 

alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara bedasarkan 



17 

 

 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, 

karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak 

digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa 

ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah 

dilakukan. Bedasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara 

memungut pajak dari penduduknya.  

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping 

usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 

dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 

mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pandapatan dan kekayaan 

dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, 

karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama 

pajak, yaitu fungsi budgetair. 

 

2.5 Jenis Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut kelembagaan 

pemungutnya (Resmi, 2017:7) : 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 
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orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak 

yang bersangkutan. 

b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak. 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

b. Pajak objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan 

tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan 

umum. 

b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 
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2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam sistem perpajakan dikenal self assesment system, official assessment 

system, dan withholding tax system. 

1) Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Rimsky K. Judisseno 

mengatakan bahwa Self assesment system diberlakukan untuk 

memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna 

meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan 

pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui 

tata cara perhitungan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, 

menyetorkan jumlah pajak terutang. 

2) Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.  

3) Withholding assessment system merupakan sisitem perpajakan dimana 

pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 

dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undang untuk 

melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan 

yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut 

memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam 

pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada 

indikasi palanggaran perpajakan, seperti halnya pada self assesment 

system. 
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2.7 Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 

adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan 

bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan 

disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk 

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

 

2.8 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

A. Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan dan/atau 

kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis 

jalan di darat dan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor 

adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang 

dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) 

sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) (Marihot P. Siahaan 2010: 

180). 

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah : 
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a. Kereta api 

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara 

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 

pajak dari pemerintah. 

d. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan 

atau tidak untuk dijual. 

B. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

Pengenaan untuk beban kendaraan bermotor didasarkan pada adanya 

bentuk fisik dan kepemilikan kendaraan bermotor, yang keberadaannya 

dibuktikan dengan kendaraan bermotor telah tercatat sesuai dengan 

ketentuan administrasi yang berlaku. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 subjek pajak 

kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

kendaraan bermotor. Wajib kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi, tertanggung beban pajak 

yang wajib untuk membayar pajak adalah pemilik kendaraan bermotor 

baik pribadi atau badan, dalam hal wajib pajak badan, kewajiban 

perpajakannya diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. 
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2.9 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Pasal 6 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011 mengenai dasar 

pengenaan pajak kendaraan bermotor: 

1) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian 

dari 2 (dua) unsur pokok: 

a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan 

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 

bermotor. 

2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, 

dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan 

bermotor. 

3) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan 

bermotor.  

Pasal 7 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011 mengenai tarif pajak kendaraan 

bermotor :  

1) Tarif pajak kendaraan bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara 

progresif dan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% 

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% 

c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% 
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d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya 

sebesar 3% 

2) Tarif pajak kendaraan bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, 

lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kendaraan bermotor umum sebesar 1% 

b. Kendaraan bermotor ambulans sebesar 0,50% 

c. Kendaraan bermotor pemadan kebakaran sebesar 0,50% 

d. Kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75% 

e. Kendaraan bermotor pemerintah pusat/daerah dan TNI/POLRI 

sebesar 0,75% 

3) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan sebesar 0,20% 

Pasal 8 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011 mengenai penghitungan pajak 

terutang : “Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6”. 

 

2.10 Pandangan Islam Terhadap Pajak  

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah 

yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain (Gusfahmi, 2017). 
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Secara bahasa menurut Zallun Abdul Qadim (2002:138), pajak adalah harta 

yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai 

kebutuhan dan proses pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada 

kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. 

Ditinjau dari sudut pandang islam, pajak tidak hanya sebagai penerimaan 

negara melalui kotra-prestasi (Al-Qur’an : Jizyah) antara rakyat pembayar dengan 

penguasa. Namun pajak juga dipandang dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni 

pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk 

kemasalahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun 

agama, etnis, ras maupun golongannya.   

Pajak dalam pandangan agama islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, 

pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin 

dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai 

kewenangan untuk menarik pajak menurut Gusfahmi (2007). Alasan kaum 

muslimin menunaikan pajak yang ditetapkan negara adalah karena sebagai 

kebaikan dan taqwa yang harus dipenuhi sebagai warga negara. 

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah:195  

                           

       

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik 

(Qs. Al-Baqarah:195)  
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Maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama 

kaum muslimin di indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan zakat dan pajak 

sekaligus.  

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam skripsi maupun 

proposal yang berisikan informasi tentang metode-metode serta mempunyai 

keterkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Deangella 

Novrya (Jurnal 

JOM FISIP 

Vol.7, 2020) 

Strategi 

Penerimaan 

Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di 

Kota 

Pekanbaru 

Penerapan strategi 

penerimaan pajak 

kendaraan 

bermotor di Kota 

Pekanbaru belum 

berjalan dengan 

maksimal, 

dikarenakan 

masih banyaknya 

masyarakat wajib 

pajak yang 

menunggak pajak 

kendaraan 

bermotornya. Dan 

juga dalam 

sosialisasi masih 

belum membantu 

meningkatkan 

pendapatan dari 

penerimaan pajak 

kendaraan 

bermotor. 

Tempat penelitian 

yang mana 

penelitian 

terdahulu meneliti 

di Kota Pekanbaru 

sedangkan penulis 

meneliti dikantor 

UPT Pengelolaan 

Pendapatan 

Kubang Badan 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Riau. 

2 Iswan M. 

Masirete (Jurnal 

EKOMEN Vol. 

13 No. 2, 2013) 

Strategi 

Peningkatan 

Penerimaan 

Pajak 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa hasil IFAS 

diperoleh nilai 

Tempat penelitian 

yang mana 

penelitian 

terdahulu meneliti 
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Kendaraan 

Bermotor 

Dalam Rangka 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Kabupaten 

Poso 

kekuatan (S) PAD 

sebesar 2,50 dan 

kelemahan (W) 

sebesar 0,55. Ini 

berarti dalam 

meningkatkan 

PAD pada sektor 

pajak kendaraan 

bermotor di 

kabupaten poso 

mempunyai 

kekuatan yang 

tinggi dibanding 

dengan 

kelemahannya. 

Sedangkan hasil 

analisis EFAS 

diperoleh nilai 

peluang (O) 

sebesar 1,85 dan 

faktor ancaman.  

pada Poso Kota 

yaitu pada Dinas 

Pendapatan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Kabupaten Posos 

dan Kantor 

Samsat Poso, 

sedangkan penulis 

meneliti di Kantor 

UPT Pengelolaan 

Pendapatan 

Kubang Badan 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Riau. 

3 Zul Efriansyah 

Siregar (Skripsi 

Universitas Islam 

Negeri Sumatera 

Utara, 2020)  

Analisis Upaya 

Peningkatan 

Penerimaan 

Pajak 

Kendaraan 

Bermotor Untuk 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi 

Kasus Kantor 

SAMSAT 

Panyabungan) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa upaya 

peningkatan 

penerimaan pajak 

kendaraan 

bermotor untuk 

meningkatkan 

PAD dilakukan 

dengan 

mengadakan 

sosialisasi yang 

bertujuan untuk 

memberikan 

pengetahuan 

pentingnya 

membayar pajak, 

memberikan surat 

panggilan kepada 

wajib pajak yang 

melakukan 

tunggakan PKB. 

Selain itu untuk 

menjangkau 

wilayah-wilayah 

terpencil dilakukan 

Tempat penelitian 

yang mana 

penelitian 

terdahulu meneliti 

pada Kantor 

SAMSAT 

Panyabungan, 

sedangkan penulis 

meneliti di Kantor 

UPT Pengelolaan 

Pendapatan 

Kubang Badan 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Riau.  
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dengan SAMSAT 

keliling dan 

SAMSAT Corner. 

4 Jailani (Skripsi 

Universitas Islam 

Sultan Syarif 

Kasim Riau, 

2014) 

Strategi 

Peningkatan 

Penerimaan 

Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

(PKB) Dalam 

Rangka 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) di 

Dispenda 

Provinsi Riau 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Dispenda 

Provinsi Riau pada 

dasarnya telah 

melakukan 

penertiban guna 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

namun tidak 

terlepas dari itu 

masih ada 

beberapa kendala 

yang menghambat 

belum optimalnya 

penerimaan PAD 

dikarenakan ada 2 

faktor yaitu faktor 

internal dan 

eksternal. 

Dispenda Provinsi 

Riau sudah 

melakukan operasi 

penertiban Pajak 

Kendaraan 

Bermotor yaitu 

dengan melakukan 

operasi memburu 

para wajib pajak 

yang bekerja sama 

dengan Dirlantas 

dan juga Jasa 

Raharja. 

 

5 Asrianti, Chanra 
Sasmito (Jurnal 
Ekonomi Balance 
Vol. 12 No. 2, 
2016) 

Strategi 
Peningkatan 
Penerimaan 
Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
(PKB) Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan 
Kota Makassar 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pendapatan 
pajak kendaraan 
bermotor pada 
tahun 2014, 2015 
sampai 2016 terus 
mengalami 
peningkatan dan 
pada tahun 2016 
pendapatan Samsat 
wilayah I 

Tempat penelitian 
yang mana 
penelitian 
terdahulu meneliti 
pada Kantor 
Samsat Provinsi 
Sulawesi Selatan, 
sedangkan penulis 
meneliti di Kantor 
UPT Pengelolaan 
Pendapatan 
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Makassar 
meningkat sangat 
bagus sampai 
melewati target 
yang ditetapkan. 
Peningkatan 
pendapatan PKB 
memiliki 
kontribusi terhadap 
PAD pada tahun 
2014 sebesar 
311,83%, tahun 
2015 memiliki 
presentase sebesar 
372,87% dan pada 
tahun 2016 sebesar 
400,45%. 

Kubang Badan 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
Riau. 

 

2.12 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan konsep terhadap pembahasan yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian, untuk memudahkan dalam memahami 

banyak teori yang ada dalam penelitikan maka dapat ditentukan beberapa konsep 

yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu panjang. Tujuan adalah suatu 

sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Perumusan strategi harus 

memiliki tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu panjang agar program 

yang dilaksanakan terlaksana dengan baik.   

2. Pemahaman lingkungan eksternal merupakan pengetahun dan pemahaman 

masyarakat sebagai wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata 

cara perpajakan yang benar.  

3. Kemampuan internal organisasi dan individu adalah kemampuan 

organisasi dan anggota organisasi/individu dalam mencapai tujuan 

organisasi.  
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4. Resolusi, koordinasi dan pemanfaatan. Resolusi adalah bagian dari 

rencana yang akan diwujudkan, Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, 

sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan 

tindakan dalam mengejar bersama. Sedangkan pemanfataan adalah hal, 

cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.  

 

2.13 Konsep Operasional 

Menurut Singarimbun (2006:46) definisi konsep operasional merupakan 

suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini 

dapat diketahui apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa 

dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Indikator 
keberhasilan 
strategi 
menurut 
Porter dalam 
Deangella 
Novrya 
(2020). 

1. Tujuan yang jelas 
dan dalam jangka 
waktu panjang 

1. Peningkatan penerimaan pajak 
kendaraan bermotor. 

2. Meningkatkan kesadaran 
masyarakat. 

2. Pemahaman 
lingkungan 
eksternal 

1. Pengetahuan dan pemahaman 
terhadap perpajakan. 

2. Sosialisasi strategi program 
peningkatan penerimaan pajak 
kendaraan bermotor. 

3. Kemampuan 
internal organisasi 
maupun individu 

1. Sumber daya manusia. 
2. Kualitas Pelayanan. 

4. Resolusi, 
koordinasi dan 
pemanfaatan 

1. Tercapainya tujuan dan sasaran awal 
strategi. 

2. Koordinasi antara UPT Kubang 
dengan Kepolisian, Jasa Raharja dan 
Dispenda. 

3. Pemanfaatan strategi peningkatan 
penerimaan PKB. 

Sumber :  diolah oleh peneliti dari sumber unsur utama keberhasilan strategi 

menurut porter (dalam Deangella Novrya, 2020). 
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2.14 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan 

antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 

2013:88) mengemukakan kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai hal yang penting.  

Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam sugiyono, 2017:60) kerangka 

pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi 

objek permasalahan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang 

keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.  

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah oleh peneliti dari sumber unsur utama keberhasilan strategi 

menurut porter (dalam Deangella Novrya, 2020). 
 

 

 

 

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

strategi peningkatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau 

 Tujuan yang jelas dan dalam jangka 

waktu panjang 

 Pemahaman lingkungan eksternal 

 Kemampuan internal organisasi 

maupun individu 

 Resolusi, koordinasi dan 

pemanfaatan 

Indikator Keberhasilan Strategi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan 

Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terletak di Jalan Kubang 

Raya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada kurun waktu Maret sampai 

dengan September 2021.  

 

3.2 Jenis Data  

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun 

pengertian dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci (Sugiyono, 2016:9). Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mengungkapkan informasi dalam bentuk kata maupun kalimat sehingga lehi 

menekankan pada masalah proses dan makna.  

 

3.3  Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data 

diperoleh dari informan atas pertanyaan dalam observasi dan wawancara. 

Dalam hal ini data tersebut berupa jawaban terhadap pertanyaan yang 

diajukan kepada pegawai dan wajib pajak yang membayar pajak di 

kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahannya (Syofian siregar 2013:16). Yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan 

mempelajari dokumen-dokumen, buku, data monografi, dan lain-lain. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

(Syofian siregar 2013:17). 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah : 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pegamatan dan 

pencatatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi merupakan 

langkah awal untuk melihat, mendengar dan merasakan informasi secara 

langsung mengenai objek yang akan diteliti.  

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

langsung terhadap responden yang menjadi obyek penelitian. Adapun 

alatbyang digunakan dalam wawancara ini yaitu alat tulis dan perekam 

suaa (recording). 
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c. Dokumentasi  

Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa 

tulisan maupun gambar. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang 

dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 

2007:26). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui suatu 

persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang 

jelas, akurat dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, 

keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau 

permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun informan penelitian ini meliputi : 

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Kasubag Tata Usaha 1 Orang 

2. Seksi Pengelolaan Keuangan 1 Orang 

3. Seksi Pengolah Data Penagihan Pajak 1 Orang 

4. 
Seksi Pengelola Pendaftaran, Pendataan, Pajak dan 

Retribusi 
1 Orang 

4. Wajib Pajak (Masyarakat) 3 Orang 

Sumber: Data olahan 2020. 

  

Adapun penulis menjadikan beberapa pegawai dan wajib pajak untuk di 

jadikan sebagai informen sebagai berikut : 
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1. Mudah ditemui 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Mengetahui tentang strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau. 

4. Merupakan wajib pajak (masyarakat) yang membayar pajak di kantor 

UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 

Selanjutnya penentuan key informan dilakukan dengan cara Purposive 

Sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:85), bahwa teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja, dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang ingin kita ketahui. Sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

 Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi  

dengan  mengorganisasikan  data  kedalam  kategori, menjabarkan kedalam unit- 

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari, dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  di  

pahami  oleh  diri  sendiri maupun  orang  lain  dan  dari  pengertian  diatas  

menjelaskan, menguraikan,  dan  menjabarkan  permasalahan  berkaitan  dengan 

penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan. 
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Ada 3 macam kegiatan dalam analisa data kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi Data  

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak 

perlu diartikan sebagai kuantitatif data.  

b. Penyajian Data  

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks 

naratif (bentuk catatan lapangan).  

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian. Setelah  semua  data  

yang  terkumpul  peneliti mampu  mengambarkan  bagaimana  strategi 

peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor  pada  Kantor UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait strategi peningkatan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda 

Provinsi Riau 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat 

diketahui bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 

UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau belum terlaksana 

secara maksimal.  

Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang meneliti empat indikator. 

Pertama, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih bersifat fluktuatif 

(naik turun), serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar 

kewajiban perpajakannya menjadi alasan belum maksimalnya penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang. Kedua, 

pemahaman lingkungan eksternal mengenai perpajakan dapat dikatakan sudah 

cukup baik namun untuk sosialisasi program masih belum maksimal. Ketiga, 

kemampuan internal organisasi dan individu sudah terlaksana dengan cukup baik, 

mulai dari ketersediaan sumber daya manusia maupun kualitas pelayanan yang 

diberikan organisasi. Keempat,  Resolusi dari pembuatan strategi peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni agar tercapainya tujuan dan sasaran 
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awal strategi yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan 3 instansi 

yakni Jasa Raharja, Kepolisian serta Dispenda. Adapun strategi yang paling 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yakni strategi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. 

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Kubang Bapenda Provinsi Riau diantaranya: 

a. Masyarakat masih kurang memanfaatkan perkembangan IT (information 

and Technology) dalam pembayaran pajak 

b. Sosialisasi yang diberikan masih kurang maksimal 

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

d. Disiplin dan motivasi kerja pegawai masih rendah 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Strategi yang di jalankan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang 

diharapkan untuk lebih di tingkatkan lagi sehingga dapat terlaksana dengan 

maksimal dan dapat mencapai target yang diharapkan.  

2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak agar 

penerapan strategi ini dapat diketahui untuk seluruh lapisan masyarakat 

yang ada di Kabupaten Kampar. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara 

turun langsung ke lingkungan masyarakat, agar jika terdapat masyarakat 
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yang kurang paham dapat menanyakan langsung kepada pelaksana 

sosialisasi. 

3. UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang diharapkan meningkatkan disiplin 

pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar pegawai 

bisa meningkatkan kualitas kerjanya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Indikator (Tujuan) 

A. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

1. Apakah tujuan dari peningkatan pendapatan pajak kendaraan 

bermotor? 

2. Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor? 

3. Apakah dengan adanya strategi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor membuat realisasi pajak kendaraan bermotor meningkat? 

B. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor 

1. Apakah dengan adanya strategi peningkatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak?  

2. Apakah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada 

waktunya? 

3. Apa penyebab masyarakat tidak taat membayar pajak? 

Indikator (Pemahaman Lingkungan Eksternal) 

A. Tata Cara dan Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

1. Bagaimana tata cara dan syarat yang harus dilaksanakan dan 

dipenuhi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 

2. Dimana saja pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat 

dilakukan?  



3. Apakah masyarakat mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 

B. Sosialisasi Strategi Program Peningkatan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

1. Bagaimana upaya UPT Pengelolaan  pendapatan Kubang dalam 

melakukan sosialisasi strategi peningkatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor? 

2. Apakah sosialisasi strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor yang dilakukan UPT Pengelolaan  pendapatan Kubang 

sudah efektif? 

Indikator (Kemampuan Internal Organisasi maupun Individu) 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Apakah jumlah sumber daya manusia yang tersedia pada UPT 

Pengelolaan Pendapatan Kubang tercukupi untuk melaksanakan 

kegiatan operasional kantor? 

B. Kualitas Pelayanan 

1. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPT Pengelolaan 

Pendapatan Kubang sudah baik dan  maksimal? 

 

 

 

 

 



Indikator (Resolusi, Koordinasi dan Pemanfaatan) 

A. Tercapainya Tujuan dan Sasaran Awal Strategi 

1. Apakah strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor yang diterapkan sudah terlaksana dengan baik kepada 

masyarakat? 

2. Apa saja faktor penghambat strategi peningkatan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan  pendapatan 

Kubang? 

B. Koordinasi antara UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang 

dengan Kepolisian, Jasa Raharja dan Dispenda. 

1. Bagaimana koordinasi antara UPT Pengelolaan Pendapatan 

Kubang dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja dan Dispenda 

dalam melaksanakan strategi peningkatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor? 

C. Pemanfaatan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

1. Apakah ada strategi program yang paling banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat? 

2. Apa sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak 

membayar pajak kendaraan bermotor? 

3. Bagaimanakah dengan masyarakat yang tidak memanfaatkan 

strategi program yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan 

Pendapatan Kubang? 
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